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Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah adalah perseorangan warga negara Indonesia yang tinggal di
Batam dan Kepulauan Bintan.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena
yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang in casu UU 2/2012 terhadap UUD 1945,
maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan a quo.

Bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dan pokok
permohonan, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu beberapa
hal antara lain, para Pemohon mempersoalkan mengenai UU 2/2012 yang berkaitan erat
dengan kepemilikan tanah maupun aset lainnya, namun para Pemohon tidak dapat
menunjukkan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa para Pemohon memiliki
sebidang tanah atau aset di Rempang. Berkenaan dengan alasan-alasan permohonan
(posita), setelah Mahkamah membaca secara saksama, telah ternyata pada bagian posita
permohonan, para Pemohon menghendaki UU 2/2012 bertentangan dengan UUD 1945,
namun para Pemohon di dalam posita tersebut hanya menguraikan pertentangan norma
Pasal 1 angka 8, Pasal 2 huruf g, Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (1) UU 2/2012
terhadap UUD 1945 tanpa menjelaskan norma lainnya dalam UU 2/2012 bertentangan
dengan UUD 1945 sebagaimana mestinya. Selain itu, peristiwa yang dijelaskan secara
panjang lebar adalah terkait dengan penertiban oleh aparat pada saat terjadi unjuk rasa
warga Rempang. Meskipun penting untuk diuraikan, akan tetapi hal tersebut menunjukkan
tidak fokusnya permohonan. Tidak hanya itu, para Pemohon dalam positanya juga banyak
mempertentangkan antara norma yang terdapat dalam UU 2/2012 dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), menurut para
Pemohon UU 2/2012 tidak mengakomodir beberapa kaidah dalam UUPA. Pada bagian



petitum, in casu dalam provisi, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar
menghentikan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City. Adapun pada bagian petitum
dalam pokok perkara, memohon agar keseluruhan UU 2/2012 dinyatakan inkonstitusional
serta memohon agar menghentikan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City.

Bahwa apabila dikaitkan antara posita dan petitum, menurut Mahkamah, terdapat
ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan petitum. Terhadap
alasan-alasan permohonan (posita) yang tidak bersesuaian dengan petitum para Pemohon,
serta adanya permohonan para Pemohon untuk menghentikan Proyek Strategis Nasional
Rempang Eco City yang merupakan petitum yang tidak lazim jika dimohonkan pada bagian
petitum dalam pokok perkara. Terlebih, petitum a quo sudah dimohonkan dalam petitum
provisi, sehingga menjadikan permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur).
Para Pemohon mengemukakan beberapa pasal dalam UU 2/2012 bermasalah, antara lain
pasal yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat, konsultasi publik dan musyawarah,
perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan hilangnya hak masyarakat
dalam mekanisme pelaporan keberatan. Namun, para Pemohon di dalam permohonannya
tidak menguraikan pertentangan keseluruhan norma UU 2/2012 terhadap UUD 1945
sebagaimana dimohonkan dalam Petitum. Posita tersebut juga tidak dielaborasi menjadi
persoalan inkonstitusionalitas norma sebagai karakter pokok dalam perkara pengujian
undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Andaipun, terdapat uraian yang tersirat sebagai
upaya membangun argumentasi yuridis normatif, namun argumentasi dimaksud masih
bersifat sumir dan tidak meyakinkan sebagai argumentasi konstitusional. Selain itu, petitum
para Pemohon untuk menyatakan bahwa keseluruhan UU 2/2012 adalah inkonstitusional
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena para Pemohon tidak dapat menjelaskan
persoalan inkonstitusionalitas keseluruhan norma pasal dalam UU a quo. Sehingga, dalam
batas penalaran yang wajar, jika petitum para Pemohon dikabulkan justru menimbulkan
ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum dimaksud adalah hilangnya landasan yuridis
terkait dengan pengadaan lahan untuk kepentingan umum. Berdasarkan seluruh
pertimbangan hukum di atas maka Mahkamah berpendapat, oleh karena kedudukan hukum,
pokok permohonan, dan petitum tidak jelas, sehingga menjadikan permohonan a quo tidak
jelas atau kabur (obscuur), serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demiian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.



